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Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan bangsa, agar dapat 
tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, maju dan mandiri 
sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Namun 
kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai penyimpangan perilaku di 
kalangan anak.. Maka dari permasalahn tersebut akan ditinjau  bagaimana konsep, faktor 
penghambat serta perlindungan hukum terhadap anak dapat diimplementasikan pada 
penerapan sanksi terhadap anak pelaku Tindak Pidana. Metode penelitian yang 
dugunakan hukum  normatif dan penelitian sosiologis. Hasil penelitian adalah 
perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam prakatik belum sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pengadilan, maupun pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan., faktor 
penghambat permasalahan ini belum lengkapnya perundangang-undangan masih adanya 
perbedaan definisi batas usia anak, belum adanya aparat penegak hukum yang khusus 
mempunyai keahlian di bidang kenakalan anak, tidak adanya perlakuan khusus terhadap 
korban anak akibat tindak pidana, belum adanya konsep yang ideal untuk penyelesaian 
terhadap anak pelaku tindak pidana.  





The aim of national development is to educate the nation, in order to create qualified, 
responsible, progress and independent human resources in accordance with the order of 
community life based on Pancasila. But the reality in daily life, there is a lot of behavior 
deviations among children. From the problem, it will be reviewed how are the concepts, 
inhibiting factors, and legal protection of children can be implemented in the 
implementation of sanctions on children who commit crimes. Research methods used in 
this research is normative law and sociological research. The result of the research 
showed that the legal protection of children who commit criminal acts is not yet in 
accordance with the provisions of the legislation both at the level of investigation, 
prosecution and court, and mentoring by Community Counselors. The inhibiting factor of 
this problem is the incomplete provisions of the legislation, there is still different definition 
of the children age, the absence of law enforcement officers who have special expertise in 
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the field of children delinquency, the absence of special treatment for children victims as a 
result of criminal acts, the absence of an ideal concept for the settlement on the children 
who commit to the criminal act. 
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PENDAHULUAN 
Dalam Pembukaan UUD 1945 
seperti termuat dalam alenia ke IV 
dijelaskan bahwa  
”... Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia ...”1 
Berdasarkan hal tersebut di atas 
maka, salah satu tujuan dari 
pembangunan nasional adalah untuk 
mencerdaskan bangsa, agar dapat tercipta 
sumber daya manusia yang berkualitas, 
bertanggung jawab, maju dan mandiri 
sesuai dengan tatanan kehidupan 
masyarakat yang berdasarkan Pancasila. 
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa tersebut, diperlukan suatu 
penyelenggaraan pendidikan bagi anak-
anak yang merupakan generasi penerus 
bangsa.  
Alasan penerapan sanksi seperti itu 
dikarenakan beberapa pertimbangan, 
1   Lembaga Informasi Nasional RI. 
Persandingan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. hlm. 2 
yaitu: Pertama. Anak adalah karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan 
amanah yang harus  dan seharusnya 
dijaga di lindungi dan di siapkan untuk 
menciptakan generasi yang lebih baik di 
masa yang akan datang 2  Anak adalah 
tongkat estafet masa depan nagara, 
bangsa, maupun agama, oleh sebab itu 
perhatian yang besar terhadap anak 
berarti perhatian yang besar pula 
terhadap nagara, bangsa maupun agama. 
Anak dilahirkan dalam keadaan suci, 
orang tuanya (lingkungan) akan 
membentuknya. 3  Manakala anak hanya 
hidup bersama orang tuanya saja, maka 
referensi utamanya adalah orang tuanya, 
mana kala dengan komunitas adat saja, 
maka komunitas adatpun menjadi 
referensi utamanya, demikian selanjutnya, 
makin kompleks lingkungan akan makin 
kompleks pula referensinya.4 
2 Dasar Perimbangan UU Nomor 3 Tahun 
1997.  
3  Aliran Tabularasa, dikemukakan oleh 
John Locke, yang melihat anak lahir dalam kondisi 
putih bersih laksana meja lilin yang akan ditulisi 
apa saja bisa bergantung kemauan orang tua 
Dalam Ilmu Kriminolog 
4 . 
http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.a
sp diakses tanggal 23 Maret 2009 
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Kedua, Pada diri manusia terdapat 
aspek fitrah dan aspek bentukan, perilaku 
manusia didominasi oleh aspek bentukan. 
Terbentuknya perilaku manusia melalui 
proses; dominan melalui proses panjang, 
melalui berbagai pengalaman baik 
pengalaman fisik maupun psikis, karena 
dalam diri mereka melekat harkat, 
martabat dan hak-hak sebagai manusia 
yang harus dijunjung tinggi. 5  Di dalam 
ketentuan UU No 39 Tahun 1999 Pasal 52 
:6 
(1) Setiap anak berhak atas 
perlindungan oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat dan negara.  
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia 
dan untuk kepentingannya hak anak 
itu diakui dan dilindungi oleh hukum 
bahkan sejak dalam kandungannya.  
Hak Asasi Anak merupakan bagian 
dari hak asasi manusia yang termuat 
dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 
tentang Hak-hak Anak.7 
 
5  . Disetujui oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 
Nopember 1989 
6 UU No 39 Tahun 1999. Citra Umbara : 
Bandung, hal. 20 
7. Bandingkan dengan amandemen ke-4 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Ketiga, Semua negara di dunia 
menganggap persoalan perlindungan 
terhadap anak pelaku tindak pidana 
merupakan hal yang penting, karena anak 
merupakan generasi penerus bangsa 
dimasa depan. Oleh karena itu negara-
negara di dunia berfikir untuk mencari 
bentuk alternatif penyelesaian yang 
terbaik untuk anak. Secara internasional 
konvensi internasional yang mengatur 
pelaksanakan peradilan anak dan menjadi 
standarperlakuan terhadap anak yang 
berada dalam sistem peradilan pidana, 
yaitu : 
1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi 
Manusia (Universal Declaration of 
Human Rights), Konvensi Internasional 
Hal-Hal Sipil dan Politik (International 
Convention on Civil and Political 
Rights),  
2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman Lain 
Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan Martabat Manusia 
(Convention Against Torture and Other 
Cruel in Human or Degrading 
Treatment on Punishment) dan  
3) Standar Minimum Perserikatan Bangsa-
bangsa mengenai administrasi 
peradilan anak (Standard Minimum 
Rules for the Administration of Juvenile 
Justice (The Beijing Rules)  
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Negara Republik Indonesia telah 
melakukan berbagai upaya untuk 
melakukan perlindungan terhadap anak 
pelaku tindak pidana diantaranya dengan 
lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia.  
Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Perlindungan terhadap anak 
membutuhkan adanya kelengkapan aturan 
dan pemahaman serta kemampuan aparat 
penegak hukum dalam melaksanakan 
ketentuan dan perlunya dukungan dari 
masyarakat. Adapun hal hal yang perlu 
diperhatiakn berkaitan dengan perundang-
undangan dan sekaligus yang akan 
menjadi kajian adalah, yaitu: pertama, 
apakah peraturan Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
telah memasukkan prinsip-prinsip Standar 
Internasional mengenai administrasi 
peradilan anak (The Beijing Rules) 8 . 
Kedua, konsep diskresi dan restorative 
8  . Recalling ketentuan Deklarasi tentang 
Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkaitan 
dengan Perlindungan dan Kesejahteraan dari Anak, 
dengan Referensi Khusus untuk Foster 
Penempatan dan Adopsi secara nasional dan 
internasional; Resolusi PBB Aturan Standar 
Minimum untuk Administrasi juvenile Justice (The 
Beijing Rules); United Nations Standard Minimum 
Rules of Administration of Juvenile Justice System, 
atau biasa disebut Beijing Rules,  
justice 9  digunakan sebagai asas untuk 
menyelesaikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak.  
Namun kenyataannya dalam 
kehidupan sehari-hari banyak dijumpai 
penyimpangan perilaku di kalangan anak, 
bahkan lebih dari itu anak melakukan 
perbuatan   yang melanggar hukum atau 
melakukan tindak pidana. 10  Terhadap 
anak yang melanggar hukum tersebut 
akan dilakukan tindakan hukum atau 
9 . ini bertolak dari paradigma baru atau 
dari “sudut/lensa pandang yang berubah” (a new 
paradigm or a “changing lenses”) .perubahan 
mengenai :– reaksi terhadap kejahatan maupun ;– 
hakikat ejahatan itu sendiri. . Kejahatan tidak 
dilihat semata-matasebagai pelanggaran UU yang 
abstrak, tetapi lebih pada pelanggaranterhadap 
orang dan hubungan anar-orang (A crime is not 
seen somuch in terms of violating abstract rules of 
law but rather as a violationof persons and 
lations).• Bertolak dari pandangan demikian, reaksi 
mendasar ditujukan padaperbaikan 
erusakan/kerugian (restoration of the damage), 
baik terhadap korban, lingkungannya dan 
masyarakat luas, • Banyak yang menyatakan 
bahwa “restorative justice” merupakan “cara/jalan 
ketiga” (“third way”) yang pilih untuk 
menggantikan (neo) retributive criminal law dan 
rehabilitation model (Peters, 1996; Walgrave, 
1995).  
10. Di Indonesia sekitar 4.277 anak berusia 
di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan. 
Sekitar 13.242 anak berusia 16-18 tahun dipenjara 
dan 98 % diantaranya laki-laki. Sedikitnya 80 % 
kasus anak yang ditangani di kepolisian diteruskan 
ke dalam proses peradilan formal, dimana 80 % 
adalah kasus petty crimes (kejahatan ringan). Dari 
jumlah tersebut sekitar 83 % menjalani proses 
peradilan dan dihukum penjara. Di Propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam, jumlah anak yang 
ditahan polisi berdasarkan data BAPAS, 2004-2005 
mencapai 60 orang dan 73 anak terlibat kasus 
makar (Naning P & Hadi Utomo: 2007) 
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proses hukum. Dalam hal ini, proses 
tersebut dimulai dari proses penangkapan 
dan proses penahanan, dalam tiap proses 
peradilan tersebut terdapat perbedaan 
antara pelaku tindak pidana yang masih 
berstatus anak dengan mereka yang 
sudah dewasa.  
Peradilan anak terhadap pelaku 
tindak pidana yang masih anak-anak lebih 
mengedepankan pada aspek perlindungan 
hak-hak anak-anak tersebut dalam tiap 
tingkat pemeriksaannya. Sebagaimana 
telah diatur secara tegas dalam 
ketentuan-ketentuan yang dirumuskan 
dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak telah 
mengatur tentang perlindungan anak yang 
lebih menekankan kepada anak sebagai 
korban tindak pidana, namun bagaimana 
dengan perlindungan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana, apakah hak-
hak dasarnya yang telah dijamin oleh 
Undang-undang Dasar 1945 seperti hak 
untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk 
mendapatkan pendidikan, hak untuk 
mendapatkan penghidupan yang layak 
dan sebagainya itu tetap terpenuhi, 
memang pemerintah telah mengesahkan 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak tetapi perlu 
ditinjau bagaimana pelaksanaan Undang-
undang tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah hak-hak anak 
yang menjadi pelaku tindak pidana tetap 
terpenuhi dalam pelaksanaan Proses 
Peradilan Pidana Anak. 
Adapun yang menjadi 
permasalahan yang ditulis dalam tulisan 
ini adalah 1). bagaimana konsep 
perlindungan hukum terhadap anak dapat 
diimplementasikan pada penerapan sanksi 
terhadap anak pelaku Tindak Pidana ? 2). 
apakah faktor-faktor penghambat dalam 
pemberian sanksi pidana dan 
perlindungan hukum terhadap anak 
pelaku tindak pidana ? 3). Bagaimana 
bentuk perlindungan hukum yang ideal 
bagi anak pelaku tindak pidana ? 
METODE PENELITIAN 
Untuk menjawab permasalahan 
yang telah dirumuskan dalam penelitian 
ini, digunakan metode penelitian hukum 
normatif dan penelitian sosiologis.11 Yang 
11   Penelitian Hukum yang melibatkan 
beberapa metode dalam perspektif yang berbeda 
belakangan ini telah mulai digunakan, antara lain 
seperti yang dilakykan oleh Andrian Betner, yang 
melibatkan penelitian dari perspektif normatif 
hukum, sosio-legal dan makro-functionalist, lihat : 
Andrian Betner, Administration, Courts In 
Indonesia, A Sosio-Legal Studi, Disertasi Untuk 
Memperoleh Gelar Doktor di Universitas Leiden, 
Belanda, tanggal 12 April 2000, hlm. iii-v. Dikutip 
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dimaksud dengan penelitian normatif, 
menurut Soerjono Soekanto ”Penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara 
memilih bahan pustaka atau bahan hukum 
sekunder belaka, dapat dinamakan 
penelitian normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan”12. 
Penelitian hukum normatif 
dilakukan untuk mengidentifikasikan 
konsep dan asas-asas hukum yang 
digunakan untuk penelitian yang 
bertujuan untuk menggambarkan asas 
hukum, sitematika hukum dan sinkronisasi 
hukum  terhadap masalah penerapan 
sanksi pidana terhadap anak. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif, 
karena lebih menekankan kepada bahan 
hukum primer dan bahan hukum skunder, 
yaitu berupa kajian terhadap perundang-
undangan, pendapat ahli dan putusan 
pengadilan penyangkut perlindungan dan 
penerapan sanksi pidana terhadap anak. 
Dalam hubungan ini, digunakan logika 
induktif dan logika deduktif. Logika 
induktif digunakan untuk menarik 
kesimpulan yang bersifat umum. 
dari Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca 
Sarjana Universitas Air Langga 2001. 
 
12  Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995. 
hlm. 14 
 
Sedangkan logika deduktif digunakan 
untuk menarik kesimpulan dari hal yang 
berifat umum menjadi kasus yang bersifat 
individual.13 
PEMBAHASAN 
 Perlindungan Hukum dalam 
Penerapan Sanksi terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Anak  
Memasuki era kemerdekaan 
pendiri bangsa ini telah memikirkan 
perlunya perlindungan anak seperti 
termuat pada Pasal  34 UUD 1945 : ”Pakir 
miskin dan anak terlantar dipelihara oleh 
negara”. Seiring dengan kemajuan bangsa 
beberapa peraturan perundang-undangan 
dibuat dalam rangka melindungi anak 
Indonesia yang ditujukan untuk proses 
regenerai yang lebih baik. Adapun 
beberapa peraturan yang telah 
dikeluarkan, adalah sebagai berikut:14 
1. UUD 1945, Pasal 28B ayat (2), pasal 
31 dan Pasal 34 ayat (1). 
Pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi’ 
13  . Analisis deduktif dan induktif 
digunakan untuk setiap pemecahan isu hukum 
(Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenda 
Media Group, Jakarta, 2005,  hlm.47 
14. Lihat juga: Waluyadi, Hukum 
Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, 2009.  
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Pasal 31 ayat (1)     ”Setiap Warga 
Negara berhak mendapatkan 
pendidikan” 
Pasal 31 ayat (2)  ”Setiap warga 
negara wajib mengikuti pendidikan 
dasar dan pemerintah wajib 
membiyayainya” 
Pasal 31 ayat (3) ”Pemerintah 
Mengusahakan dan menyelenggrakan 
suatu sistem pendidikan nasional, yang 
meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta akhlak mulya dalam 
rangka mencerdasakan kehidupan 
bangsa, yang diatur dengan undang-
undang” 
Pasal 34 ayat (1) ” Fakir miskin dan 
anak-anak yang terlantar dipelihara 
oleh negara” 
2. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
KUHP 
Pasal-Pasal yang berkaitan dengan 
pengaturan tindak pidana anak, yaitu: 
Pasal 45 ”Jika orang belum dewasa 
dituntut karena perbuatan yang 
dikerjakannya ketika umurnya belum 
enam belas tahun, hakim boleh: 
memerintahkan supaya sitersalah itu 
dikembalikan kepada orang tuanya; 
walinya atau pemeliharanya, supaya 
sitersalah diserahkan kepada 
Pemerintah dengan tidak dikenakan 
sesuatu hukuman....”15 
15  . Pasal ini meminta dua syarat yang 
keduanya harus dipahami ialah: a. Orang itu 
waktu, dituntut ”belum dewasa” .b. tuntutan itu 
mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan 
orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 
tahun. ...... (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, Cetak 
Ulang Tahun 1991, hlm. 61-62. ( Bandingkan 
dengan Pasal 23 UUPA).  
Pasal 46 ayat (1) ”Jika hakim 
memerintahkan, supaya sitersalah 
diserahkan kepada Pemerintah...”16 
Pasal 47 mengatur lebih lanjut jika 
Hakim memilih alternatif ke 3 
(menjatuhkan pidana). Ayat (1) 
menyatakan bahwa jika Hakim 
menjatuhkan pidana maka maksimum 
pidana pokonya dikurangi sepertiga 
(1/3) 
Pasal 14 a, “Jika dijatuhkan hukuman 
penjara yang selam-lamanya satu 
tahun dan bila dijatuhkan hukuman 
kurungan diantaranya tidak termasuk 
hukuman kurungan diantaranya tidak 
termasuk hukuman kurungan penganti 
denda, maka hakim boleh 
memerintahkan, bahwa hukuman itu 
tidak akan dijalankan, kecuali kalau 
dikemudian hari ada perintah laiun 
dalam keputusan hakim....”17 
3. UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Anak18 
 
16  Pasal ini memberi aturan administrasi 
tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim 
telah memberi perintah, bahwa tersalah akan 
diserahkan kepada Pemerintah. Penyerahan ini 
selesai jika telah dicapai umur 18 tahun. 
Administrasi ini dapat memilih antara penempatan 
dalam rumah pendidikan negeri atau 
mempercayakan untuk didik oleh orang, 
perserikatan, lembaga atau badan kesosialan 
partikulir.  Ibid. (Bandingkan dengan  Pasal  23 
ayat [3] UUPA).  
 
17  Ketentuan pasal ini, bisa disebut 
peraturan tentang ”hukuman dengan perjanjian” 
atau ”Hukuman dengan syarat” atau ”Hukuman 
janggalan” lahirnya baru tahun 1927 (LN. 1926 N0. 
251 jo. 486). Ibid, hlm. 39.  
 
18 . UU ini terdiri dari 93 Pasal, dan XIV 
Bab, diundangkan pada tanggal 22 Oktober 1992. 
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4.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1995 Tentang Pemasyarakatan.19  
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia20 
Undang-undang ini lazim disebut 
dengan UU HAM. Dalam UU ini selain 
diatur mengenai ”Hak Asasi Manusia 
dan Kebebasan Dasar manusia” 
adapun hak-hak asasi manusi dan 
dasar manusia meliputi: 
a. Hak untuk hidup; 
b. Hak berkeluarga dan melanutkan 
keturunan; 
c. Hak mengembangkan diri; 
d. Hak memperoleh keadilan; 
e. Hak atas kebebasan pribadi; 
f. Hak atas rasa aman; 
g. Hak atas kesejahteraan; 
h. Hak turut serta dalam 
Pemerintahan; 
i. Hak wanita; 
j. Hak anak.21   
salah saru perttimbangan dikeluarkanya UU ini: 
bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan 
kesejahteraan anak diperlukan dukungan 
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan 
yang dapat menjamin pelaksanaannya; sedangakn 
yang dimaksud dengan Perlindunga anak seperti 
diatur dalam Pasl 3, yakni: ” Perlindungan anak 
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. 
19 Lihat Pembahasan Bab IV dari Tesis ini.  
20  Republik Indonesia, Undang-Undang 
Tentang Hak Asasi manusia. UU No. 39 Tahun 
1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN. Nomor 
3886.. 
 
6. UU Nomor 3 Tahun 1997   tentang 
Peradilan Anak22 
7. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak23 
8. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang 
Pendidikan Pra Sekolah24 
21  Ibid, Lihat Pasl 53 ayat (1) dan (2), 
Pasal 53 ayat (1) dan (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 
56 ayat (10 dan (2), Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3), 
Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 ayat (1) dan 
(2), Pasal 60 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1) 
dan (2), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan 
Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7). 
 
22  UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, telah diundangkan pada tangal 3 
Januari 1997. kemudian sebagi petunjuk teknis 
telah dikeluarkan SK. MA-RI Tanggal 6 Mei 1988 
tentang Pembangunan Hukum dan Peradilan yang 
menyangkut Peradilan Anak. 
 
23  Republik Indonesia, UU No. 4 Tahun 
1979 tentang Kesejahteraan Anak (LN. Tahun 
1979  No. 32; TLN Nomor 3143) Yang dimaksud 
dengan “Kesejahteraan Anak” dalam Undang-
undang ini adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjamin 
pertumbuhan dan perkembangannya dengan 
wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 
Yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin. 
24  Republik Indonesia, PP No. 27 Tahun 
1990 tentang Pendidikan Prasekolah (LN. Tahun 
1990  No. 35; TLN Nomor 3411). Yang dimaksud 
dengan pendidikan prasekolah adalah pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan 
keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, 
yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah 
atau jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan 
prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan 
dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, 
keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh 
anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya dan atau pertumbuhan serta 
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9. PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang 
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak 
yang Mempunyai Masalah.25 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
1994 Tentang Penyelenggaraan 
Pembangunan Keluarga Sejahtera.26 
11. Kepres Nomor 88 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Penghapusan 
Perdagangan (Trafficking) Anak.27 
perkembangan selanjutnya. Masih diperlukan 
pengaturan lebih lanjut oleh Menteri. 
25  Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 
1988 tentang tentang Usaha Kesejahteraan Anak 
Bagi Anak yang Mempunyai Masalah  (LN. Tahun 
1988  No. 2; TLN Nomor 3367).  Dalam Peraturan 
Pemerintah ini yang dimaksud dengan “Anak yang 
mempunyai masalah” adalah anak yang antara lain 
tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak 
yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah 
kelakuan dan anak cacat. 
 
26 Republik Indonesi, PP Nomor 21 Tahun 
1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan 
Keluarga Sejahtera (LN Tahun 1994 Nomor 30, 
TLN3553), Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini 
diberikan pengertian dari berbagai istilah : 
Keluarga, keluarga sejahtera, keluarga berencana, 
kualitas keluarga, kemandirian keluarga, norma 
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Salah satu 
pengertian dari berbagai istilah tersebut adalah 
“keluarga sejahtera”. 
 
27  Ketentuan ini adalah hasil adopsi dari 
resolusi PBB tanggal 10 Nopember 1989 tentan 
Konvensi Hak-hak anak,  dimana Pasal 11. 1. 
Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-
tindakan untuk memerangi perdagangan gelap 
anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali 
anak-anak yang ada di luar negeri. 2. Untuk tujuan 
ini, maka Negara-negara Pihak, harus 
meningkatkan pembuatan persetujuan-persetujuan 
bilateral atau multilateral atau aksesi pada 
persetujuanpersetujuan yang ada. 
12. Kepres Nomor 36 Tahun 1992 tentang  
Konvensi Hak-hak Anak (Convention 
on The Right of The Child).28 
Seluruh ketentuan perundang-
undangan di atas menunjukkan bukti 
bahwa ada kesungguhan bagi bangsa 
Indonesia untuk melindungi anak melalui 
ketentuan perundang-undangan, 
disamping itu juga mengatur hak dan 
kewajiban secara timbal balik antara yang 
dilindungi dan yang melindungi. 
 Faktor-faktor Penghambat 
Perlindungan Hukum dan Pemberian 
Sanksi terhadap Anak Pelaku Tindak 
Pidana 
Anak dalam pengertian pidana, 
lebih diutamakan pemahaman terhadap 
hak-hak anak yang harus dilindungi, 
karena secara kodrati memiliki substansi 
28 “Convention on the Raights of the Child” 
(Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil 
sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 
yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 dan dalam konsideran 
menimbang butir d menyebutkan bahwa : 
ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut 
pada huruf c sudah tercakup di dalam peraturan 
perundang-undangan nasional mengenai 
anak.Perlindungan terhadap anak dirasakan sangat 
penting, tidak hanya hukum nasional tetapi juga 
hukum iternasional. Sehubungan dengan itu, 
dalam Konvensi Hak-hak Anak pasal 19, 37, 39 
dan 40 dapat dikaitkan pada hukum materiil, 
selanjutnya hukum pidana materiil mengatur 
tentang : a. Tindak pidana yang dapat dilakukan 
oleh orang tua, dewasa maupun anak. b. Pidana 
tindakan dan penundaannya bagi anak. 
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yang lemah (kurang) dan dalam sisem 
hukum dipandang sebagai subyek hukum  
penerapan sanksi terhadap anak pelaku 
tindak pidana lebih ditekankan kepada 
penanggulangan terhadap perilaku-
perilaku yang menjurus kepada tindak 
kriminal, di dalam hukum pidana disebut 
kebijakan kriminal suatu usaha yang 
rasional masyarakat dalam menanggulangi 
kejahatan.29 
Sebagaimana diketahui dalam 
memeriksa dan mengadili perkara anak, 
harus memperhatikan kepentingan anak. 
anak merupakan generasi muda yang 
berpotensi sebagai penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, yang memerlukan 
pembinaan dan perlindungan dalam 
rangka menjamin pertumbuhan, 
perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh 
karena itu jika seorang anak dijatuhi 
hukuman mati, nantinya proses regenerasi 
akan terganggu dan hal ini sangat 
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang 
diajarkan beberapa teori kejahatan seperti 
dikemukakan di atas. Demikian pula 
dengan pidana seumur hidup, undang-
undang nomor 3 tahun 1997 meniadakan 
hukuman mati dan hukuman seumur 
hidup bagi anak, ini juga dapat dilihat dari 
29 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 
Bandung: Alumni, 1981, hlm, 38. 
 
konsideran undang-undang tersebut yang 
menyebutkan:  
”bahwa anak adalah tunas, potensi, 
dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa 
depan.” 
Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan bahwa 
anak yang melakukan tindak pidana yang 
diancam pidana mati atau pidana seumur 
hidup, maka pidana penjara yang dapat 
dilakukan kepada anak tersebut paling 
lama 10 (sepuluh) tahun. 
Sedangkan hukuman tambahan 
dalam Pasal 10 KUHP terdapat tiga 
macam yaitu:  
- Pencabutan beberapa hak yang tertentu 
- Perampasan barang tertentu 
- Pengumuman keputusan hakim 
Dalam suatu perkara anak, apabila 
hakim berpendapat bahwa orang tua, wali 
atau orang tua asuhnya tidak dapat 
memebrikan pendidikan dan pembinaan30 
yang lebih baik, maka hakim dapat 
menetapkan anak tersebut ditempatkan di 
lembaga pemasyarakatan untuk mengikuti 
30  Pembinaan adalah suatu proses, 
perbuatan, cara atau usaha dan kegitan yang 
dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 
untukmemperoleh hasil yang lebih baik 
(Depdikbud, Kamus bahasa Indonesia, Jakarta: 
Balai Pustaka, 1993, hlm. 117)  
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pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. 
Latiha kerja yang dimaksud untuk 
memberikan bekal ketrampilan kepada 
anak, misalnya dengan memberikan 
keterampilan mengenai pertukangan, 
pertanian, pebengkelan, jahit menjahit 
dan sebagainya sehingga setelah selesai 
menjalankan tindakan dapat hidup 
mandiri. 
Pada prinsipnya pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja 
diselenggrakan oleh pemerintah di 
lembaga pemasyarakatan atau 
Departemen Sosial, akan tetapi dalam hal 
kepentingan anak menghendaki, hakim 
dapat menetapkan anak yang 
bersangkutan diserahkan kepada kepada 
organisasi sosial kemasyarakatan seperti 
pesantren, panti sosial, dan lembaga-
lembaga sosial lainnya dengan 
memperhatikan agama yang dianut anak 
yang bersangkutan. 
Penjatuhan sanksi hukum berupa 
tindakan tersebut dapat disertai dengan 
teguran dan syarat tambahan yang 
ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat 2). 
Teguran yang dimaksud adalah peringatan 
dari hakim baik secara langsung terhadap 
anak yang dijatuhi tindakan maupun 
secara tidak langsung melalui orang tua 
atau wali atau orang tua asuhnya, agar 
anak tersebut tidak mengulangi perbuatan 
yanag mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. 
Sedangkan mengenai syarat tambahan 
misalnya kewajiban untuk melpor secara 
periodik kepada pembimbing 
kemasyarakatan. 
Dalam KUHP juga mengenal sanksi 
hukum tindakan tersebut, akan tetapi 
hanya berupa hukuman pengembalian 
anak epa orang tuanya, wali atau 
pemeliharanya dan hukuman penyerhan 
anak kepada perintah (Pasal 45 KUHP) 
jika anak diserahkan kepada pemerintah 
menurut Pasal 46 KUHP, anak 
ditempatkan dalam rumah pendidikan 
negeri untuk mendapat pendidikan atau 
kepada balai sosial yang ada di Indonesia 
yang berupa tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang 
Pengadilan Anak.  
 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 
yang Ideal bagi Anak Pelaku Tindak 
Pidana  
C.1. Proses Penyidikan 
 Di dalam KUHAP disebutkan bahwa 
penyidikan adalah serangkaian tindakan 
penyidik selama pemeriksaan 
pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti 
tentang tindak pidana. Tindakan ini 
meliputi pemanggilan dan pemeriksaan 
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saksi-saks, penyitaan barang bukti, 
pnggeledahan, pemanggilan dan 
pemeriksaaan tersangka, melakukan 
penangkapan, penahanan.  
 Di dalam melakukan penyidikan 
anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi 
wanita, dan dalam berapa hal, jikla perlu 
dengan bantuan polisi pria. Penyidik Anak, 
juga harus mempunyai pengethuan secara 
psikologis, psikiatri, sosiologis, pedagogi, 
antripologi, juga harus mencnyintai anak 
dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa 
anak dan mengerti kemauan anak.31  
   Seiring dengan kehadiran UU No.3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 
maka segala bentuk perbuatan yang 
dilakukan oleh seorang anak yang dapat 
membuat suatu pelanggaran maka 
kepadanya diterapkan ndang-undang ini.32 
Pengadilan Anak adalah Pengadilan 
Khusus yang berada di bawah 
(pengkhususan) dari Pengadilan Umum, 
yang oleh karena itu menurut pasal 40, 
ditentukan bahwa Hukum Acara yang 
berlaku (bagi Pengadilan Umum 
diterapkan pula sebagai acuan Pengadilan 
31. Maidin Gultom, Op. Cit, Hlm. 101.  
32 Djoko Sarwoko, Beberapa Catatan dari 
UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak, Makalah disampaikan dalam pelatihan 
Teknis Fungsional & peningkatan Profesionalme 
bagi Hakim Pengadilan Anak di Jakarta tanggal 8 
Nopember 2004. hlm. 9-14 
Khusus Anak, kecuali ditentukan lain di 
dalam Undang-undang ini. 
Seperti diketahui bahwa proses hukum 
adalah dalam hal terjadi tindak pidana, 
maka selalu diawali dengan proses 
penyidikan, berarti ada aparat Penyidik, 
yang agar dapat diangkat sebagai 
Penyidik Khusus Anak maka harus 
memenuhi beberapa kriteria antara lain : 
1. Telah berpengalaman sebagai Penyidik 
tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang dewasa 
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi 
dan memahami masalah anak. 
C. 2. Proses Penuntutan 
 Penuntut umum anak dalam 
melakukan tugasnya, meneliti berita acara 
yang diajukan oleh penyidik, sehingga jika 
perlu dan dengan persetujuan hakim 
anak, tidak usah diajukan kepengadilan, 
anak tersebut cukup dikembalikan kepada 
orang tuanya dengan tegoran atau 
nasehat. Orang tua/wali/orang tua asuh 
anak perlu diperingati, dinasehati. Atas 
izin hakim dapat dimintakan bantuan dari 
para ahli, atau membentuk tim tersendiri 
untuk menangani anak. hal ini atas 
pertimbangan bahwa anak membutuhkan 
perhatian, cinta kasih, asuhan, 
perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan 
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rasa aman, tentram rohani, dan jasmani 
dalam menangani dan membina anak, 
juga orang tua/wali/orang tua asuh 
anak.33  
C.3.  Proses Persidangan 
Hakim Anak untuk tingkat 
Pengadilan Negeri (peradilan pertama), 
memeriksa dan memutus perkara sebagai 
hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal 
tertentu apabila ancaman pidana penjara 
lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit 
pembuktiannya, dimungkinkan dipriksa 
oleh hakim majelis. Hakim anak 
merupakan hakim khusus yang 
mempunyai keahlian seperti disyaratkan 
dalam Pasal 10 UU No. 3 tahun 1997.  
Semangat (legal spirit) dari UU No. 
3 Tahun 1997 telah mengadopsi berbagai 
konvensi internasional tentang anak, dan 
standar minimum rules untuk proses 
peradilan anak, maka komponen aparat 
penegak hukum harus bersatu padu, 
bersepakat terintegrasi di dalam satu 
barisan untuk bersama-sama memberikan 
perlindungan dan menjaga agar selain 
hak-hak asasi anak terlindungi, juga demi 
bimbingan dan pertumbuhan anak benar-
benar menjadi pertimbangan yang utama. 
33. Maidin Gultom, Op Cit, Hlm. 111.  
C.4. Proses Penelitian Masyarakat 
(LITMAS) Sebagai Salah Satu 
Bentuk Perlindungan Dalam 
Menjatuhkan sanksi Pidana Bagi 
Anak. 
Adapun proses Penelitian 
Masyarakat (LITMAS) yang dilakukan oleh 
Pembimbing Kemasyarakatan sesuai 
ketententuan dapat dilakukan berbagai 
cara. Disebabkan anak ini berstatus 
sebagai tahanan polisi, maka wawancara 
dilakukan di ruang Direktorat Reserse 
(Ditserse), hal ini telah sesuai dengan 
prosedur yang berlaku.  
 Wawancara untuk keperluan 
LITMAS baik kepada anak maupun orang 
tua/wali, biasanya berkisar antara tiga 
puluh menit hingga satu jam saja. 
Suasana wawancara dengan anak 
bervariasi tergantung lokasi wawancara 
itu berlangsung. 
Terdapat beberapa kondisi yang 
hampir sama ketika wawancara 
berlangsung antara anak dengan 
Pembimbing Kemasyarakatan (PK), 
diantaranya adalah posisi anak dengan 
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selalu 
berseberangan dengan dibatasi oleh 
sebuah meja. Anak yang berstatus 
sebagai tahanan polisi umumnya berada 
dalam kondisi yang sama seperti yang 
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dialami tahanan orang dewasa yaitu selalu 
dalam keadaan lusuh, lesu, mata 
memerah dengan luka memar di sana-sini 
seperti habis dipukulu, atau kepala gundul 
karena dicukur habis dengan paksa. Bagi 
seorang anak yang akan disidang maka 
kepadanya harus                mendapat 
pendamping selama persidangan tersebut 
berlangsung. Untuk pendampingnya34 
C.5.  Bentuk Lain Perlindungan Anak 
Bentuk lain upaya  perlindungan 
terhadap anak yang dilakukan oleh 
pemerintah telah diatur ketentuan tentang 
persoalan trafiking dengan melakukan 
berbagai upaya. Di antaranya pada tahun 
2002 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 
87 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Perdagangan Anak dan 
Perempuan  serta dibentuknya Satuan 
Tugas Nasional untuk menanggulangi 
kejahatan transnasional trafiking.35 
Ada 3 strategi yang digunakan 
yaitu; Korban trafiking                         
harus dilindungi, pelaku harus dihukum 
berat, dan kita semua mengembangkan 
34  Abdul Wahid, Naskah Akademis 
Perlindungan Anak. Jakarta : BPHN. Departemen 
Kehakiman. 1999. hlm. 21 
35 Hadi Supeno, Melawan Trafficking. 
Jurnal KPAI Tahun 2008 
 
jejaring kelembagaan dengan aliansi 
global untuk menghapus trafiking.36 
Pemagaran trafiking mencapai 
puncaknya, ketika pertengahan tahun 
2007 ini, pemerintah mengintrodusir UU 
No.21 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. Artinya, dari 
aspek penyediaan UU, upaya 
penghapusan trafiking ini telah dilakukan 
secara berlapis-lapis, termasuk ketentuan 
dalam KUHP.37 
Konsep Hukum yang Ideal dalam 
Perlindungan anak dan penerapan 
sanksi Pidana kaitannya dengan 
HAM  
Anak memerlukan pemeliharaan 
dan perlindungan khusus dan tergantung 
pada bantuan dan pertolongan orang 
dewasa, terutama pada tahun-tahun 
permulaan dari kehidupannya. Tidaklah 
cukup anak-anak diberikan hak-hak dan 
kebebasan asasi yang sama dengan orang 
dewasa. Dibanyak bagian dunia keadaan 
anak adalah gawat sebagai akibat dari 
keadaan sosial yang tidak memadai, 
bencana alam, sengketa bersenjata, 
eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan 
ketelantaran. Anak-anak sendiri mampu 
36 Ibid  
 
37 Ibid  
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melawan atau mengubah keadaan 
tersebut secara efektif untuk menjadi 
lebih baik.38  
Mengingat kedekatan hubungan 
antara Pemerintah Daerah, terutama 
Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan 
rakyatnya dan sesuai dengan semangat 
Otonomi Daerah, maka penanganan 
masalah anak perlu serius dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk 
itu diperlukan suatu rencana aksi dimana 
semua unsur Pemda yang terkait harus 
melakukan koordinasi, mulai dari DPRD 
yang merumuskan kebijakan dalam 
bentuk Peraturan Daerah (PERDA), 
BAPPEDA dan Dinas-dinas pelaksanaan 
teknis. Unsur-unsur terkait yang 
merupakan instansi vertikal, seperti para 
penegak hukum juga perlu dilibatkan. 
Dengan wewenang dan dukungan dana 
yang dikelola sendiri PEMDA akan lebih 
mudah melakukan penanganan masalah 
anak di daerah masing-masing. Untuk itu, 
perlu komitmen yang kuat untuk 
menangani masalah kemanusiaan ini agar 
tidak terjadi lost generation dan kualitas 
manusia Indonesia menjadi lebih baik di 
masa mendatang. 
38  C. de Rover. To Serve & to Protect. 
Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta : Radja 
Grafindo. 2000. hlm 371 
 
Problematika yang lain terhadap 
penerapan sanksi pidana terhadap anak 
pelaku tindak pidana, terutama bagi 
korban yang seolah-olah tidak mendapat 
keadilan atas perlakukan yang 
diterimanya, hal ini dapat dikemukakan 
salah satu alasan penuntut umum 
melakukan upaya hukum kasasi, adapan 
alasan kasasi oleh penuntut umum antara 
lain: ”Belum memenuhi rasa keadilan yang 
berlaku di masyarakat serta tidak akan 
menimbulkan efek jera bagi sipelaku, 
karena jika dengan hanya diberikan 
hukuman berupa tindakan akan lebih 




Berdasarkan uraian pada bab-
bab terdahulu, penulisan ini akan ditutup 
dengan suatu kesimpulan dan saran. 
Adapun kesimpulan terhadap 
permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Perlindungan hukum terhadap anak 
pelaku tindak pidana di dalam prakatik 
belum sesuai dengan ketentuan 
39  Alasan Pertimbangan Jaksa untuk 
Mengajukan Banding atas Perkara Nomor  
121/Pid.B/AN/2006/PN Curup tanggal 28 Septmber 
2006 
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perundang-undangan baik pada 
tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pengadilan, maupun pendampingan 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 
2. Faktor-faktor penghambat 
perlindungan dan pemberian sanksi 
terhadap anak pelaku tindak pidana 
disebabkan antara lain : 
a) Belum lengkapnya peraturan 
perundang-undangan  
b) Masih adanya perbedaan definisi 
batas usia anak 
c) Belum adanya aparat penegak 
hukum yang khusus mempunyai 
keahlian di bidang kenakalan anak 
d) Tidak adanya perlakuan khusus 
terhadap korban anak akibat tindak 
pidana  
3. Belum adanya konsep yang ideal 
untuk penyelesaian terhadap anak 
pelaku tindak pidana  
Saran 
1. Harus diadakan panduan khusus dalam 
proses penanganan hukum bagi anak 
pelaku tindak pidana. 
2. Perlu adanya regulasi perundang-
undangan yang mengatur tentang 
perlindungan dan pemberian sanksi 
anak pelaku tindak pidana. 
3. Perlu adanya konsep yang ideal untuk 
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